
Pemprov/Pemda lokasi SKALA menyediakan layanan dasar inklusif terutama bagi masyarakat miskin dan rentan

9.19
Pemprov/Pemkab penerima dana OTSUS menyusun kebijakan dan dokumen perencanaan dan anggaran yang 
berorientasi pada penerapan dan pemenuhan layanan dasar inklusif secara tepat waktu, berkualitas dan konteks 
pembangunan wilayahnya

9.18

Pemerintah pusat 

menjalankan peran 

koordinasi, 
pembinaan, dan 
pengawasan terkait 
perencanaan dan 
penganggaran 

dana otonomi 
khusus

9.17

Pemimpin di Prov/Kab 
lokasi SKALA menunjukkan 
komitmen dan menjalankan 

peran koordinasi, 
pembinaan, dan 

pengendalian terkait 
perencanaan dan 

penganggaran dana 
otonomi khusus

9.2

Pemerintah pusat 
menerbitkan kebijakan 
tentang keberlanjutan 

dana otonomi khusus 
Aceh

9.15

Pemprov/Pemda penerima dana OTSUS mengintegrasikan 
berbagai rencana aksi (antara lain: SPM, Disabilitas, Lansia, 
OTSUS, dan Kelompok rentan lainnya) dalam dokumen 
perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan

9.16

Pemprov/Pemkab penerima dana 
OTSUS merencanakan 
pengalokasian anggaran sesuai 
dengan sumber dan peruntukannya 
(pemenuhan layanan dasar inklusif)

9.5

Kelompok 
perempuan, 

disabilitas dan 
kelompok rentan 
lainnya 
berpartisipasi 

dalam proses 
penyusunan 
rencana aksi dan 
perencanaan 
daerah

9.4

Pemprov lokasi 
SKALA 

menyelenggarakan 

musrenbangsus 
secara reguler 
dalam rangka 
penyusunan RAP

9.8

Pemprov/Pemkab 
lokasi SKALA 
menggunakan 
SIPPP dalam 
penyusunan 
perencanaan 
OTSUS

9.10

Pemprov/Pemkab 
lokasi SKALA 
menyusun desain 
program prioritas 
yang mendukung 
pemenuhan agenda 
RIPPP dan RAPPP

9.12

Pemerintah pusat 

menerbitkan 
kebijakan tentang 
pengalokasian dana 
OTSUS untuk 
pemenuhan layanan 
dasar inklusif

9.14

Pemprov/Pemkab 
lokasi SKALA 
terpapar dan terlatih 
tentang kebijakan 
tentang dana 
OTSUS terbaru

1.4.4.5

Input Teknis 
Penyusunan 

Perhitungan Kebutuhan 
Pendanaan Program 
Prioritas dlm RAPPP 
25-29

4.3.3.5 

Fasilitasi teknis 
penyelenggaraan 
musrenbangsus sesuai 
panduan yang 
ditetapkan

1.4.2.1

Input Teknis 
Penguatan 
Implementasi 

Kebijaka n Otsus 
Aceh Sesuai PMK 33 AC

4.2.3.1 

Terlaksananya penilaian 
RAP 2024 untuk 6 
Provinsi 

Tanah Papua sesuai 
dengan Mekanisme 
Evaluasi 

Perencanaan Otsus 
Papua 2024

4.3.3.2 

Input teknis integrasi 
RIPPP dan RAPPP dalam 
RPJPD, RPJMD dan 
RKPD

1.4.1.2 

Input teknis 
penyusunan 
kebijakan 

tentang 
keberlanjutan dana 
otonomi khusus 
Aceh AC

4.3.3.3 

Rekomendasi teknis 
rancangan dokumen 
panduan pelaksanaan 
program prioritas

4.2.3.5 

Rekomendasi rancangan 
RAP yang 
mengakomodasi usulan 
masyarakatdalam 
Musrenbang Otsus

PB PD PA PS

1.4.1.1 

Input teknis 
penyusunan 
rekomendasi 
pemutakhiran 
kebijakan 
pengalokasian dan 
pemanfaatan dana 
otonomi khusus 
Aceh AC

4.3.3.4 

Fasilitasi teknis 
penerapan 

panduan pelaksanaan 
program prioritas

1.2.4.6 

Rekomendasi rancangan 
Permen PPN tentang 

Panduan Musrenbang 
Otsus

4.2.3.3 

Rekomendasi 
rancangan dokumen 
panduan pelaksanaan 
program 

penyediaan layanan 
dasar (termasuk 
program Papua Selatan 
Cerdas)

1.4.4.2

Input Teknis Penguatan 

Implementasi Kebijakan 
Otsus Papua 

Sesuai PMK 33

PB PD PA PS

4.3.1.1 

Rekomendasi teknis 
reformulasi 

kebijakan program 
Jaminan Kesehatan 
Aceh AC

9.1

Pemerintah pusat 

melakukan kajian 

tentang 
keberlanjutan 

dana otonomi 
khusus Aceh

9.3

Pemerintah pusat 
menyusun 
panduan 

penyelenggaraan 
musrenbangsus

9.6

Pemerintah pusat 

mengembangkan 

aplikasi SIPPP

9.7

Pemerintah pusat 

menyelenggarakan 
penguatan 
kapasitas kepada 
Pemprov/Pemkab 
tentang 
penggunaan SIPPP

9.9

Pemerintah pusat 

menerbitkan 
kebijakan tentang 
pengaturan 
kewenangan 
otonomi khusus 
Aceh dan Papua 
(NSPK)

9.11

Pemerintah pusat 
memanfaatkan 

hasil monev 
OTSUS dan kajian 
tematik 
termutakhir 
sebagai basis 
penyusunan 
kebijakan OTSUS 

untuk pemenuhan 
layanan dasar 
inklusif

9.13

Pemerintah pusat 

melatih 
pemerintah 

daerah tentang 

kebijakan dana 

OTSUS terbaru

1.4.2.7 

Input teknis 
penyusunan 
dokumentasi praktik 
baik Pembangunan dan 
pemanfaatan dana 
Otsus Aceh

1.6.1.11 

Input teknis 
penyusunan rencana 
aksi percepatan 

Pembangunan wilayah 
Kawasan timur 
Indonesia

1.4.4.1

Input Teknis 

pengembangan desain 
pengembangan 

kapasitas pemanfaatan 

SIPPP, termasuk 
pedoman dan bahan 
pelatihan

4.3.3.1 

Input teknis 
penyusunan 

modul pelatihan 

pemanfaatan 

SIPPP untuk 
perencanaan 

OTSUS

1.2.4.7 

Desain implementasi 
monev belanja Otsus 
termasuk 
pengembangan 

modul monev belanja 
Otsus di SIKD Otsus

1.2.4.8 

Rekomendasi teknis 
revisi PMK 

tentang pengelolaan 
dana Otsus

1.4.2.6 

Input teknis 
penyusunan 
dokumentasi capaian 
dan hasil 

hasil pemanfaatan dana 
otonomi khusus Aceh

1.4.4.5

Input Teknis 
Penyusunan 
Perhitungan Kebutuhan 

Pendanaan Program 
Prioritas dalam RAPPP 
2025-2029

1.4.3.2

Input Teknis tentang 

penyelenggaraan 
kewenangan 

Khusus di Papua

6.1.2.1 

Tersusunnya dokumen 
praktik baik 
pembangunan di 
Wilayah Regional III dan 
pemanfaatan dana 
Otsus Papua.

4.3.4.1 

Kelompok 

perempuan, disabilitas 

dan kelompok rentan 

lainnya terlatih dalam 

analisa dan 

pemanfaatan data 

terpilah OAP

1.4.2.5 

Input teknis 
penyusunan laporan 
monitoring dan evaluasi 

belanja dana otonomi 
khusus Aceh

1.2.4.6 

Rekomendasi 
rancangan Permen PPN 
tentang 

Panduan Musrenbang 
Otsus

1.1.6.1 

Rekomendasi teknis 
penyusunan NSPK 
kewenangan khusus 
sesuai dg PP 106/2021

1.4.1.2

Input Teknis 
Penyusunan Kebijakan 
Tentang Keberlanjutan 
Dana Otsus Aceh

1.4.1.3

Input Teknis kajian tata 
kelola Dana Otsus 
Provinsi Aceh

Sasaran 

Antara

Sasaran

Fase 1

6.4.1.1 

Rekomendasi teknis 
tentang 

mekanisme 
pembinaan dan 
pengawasan 

terhadap 
perencanaan dan 
monev dana 

otonomi khusus 
Aceh AC

4.3.4.3 

Input teknis peningkatan 
kapasitas 

DPRP dan MRP dalam 
menjalankan fungsi 

penganggaran dan 
pengawasan 
pelaksanaan otonomi 
khusus

PB PD PA PS

6.4.2.1 

Fasilitasi teknis 
penyampaian 

kebijakan-kebijakan 
terbaru terkait 

pengelolaan dana 
otonomi khusus, 
capaian, 

dan kendala kepada 
pimpinan daerah

PB PD PA PS

6.4.1.2 

Fasilitasi teknis 
penyelenggaraan 

bimbingan teknis 
eksekutif kebijakan 
dana otonomi 
khusus di Aceh AC

6.4.2.2 

Fasilitasi teknis 
pelaksanaan 

pembinaan dan 
pengawasan Otsus 
kepada pemerintah 
kabupaten/kota

PB PD PA PS

6.4.2.3 

Fasilitasi teknis 
penyelenggaraan 

bimbingan teknis 
eksekutif kebijakan dana 

otonomi khusus di 
Wilayah Papua

PB PD PA PS

11.2.1.3 

Terkomunikasikannya 
agenda kerja 

prioritas Direktorat 
Regional 3 melalui 

kegiatan diplomasi 
publik di berbagai 
saluran komunikasi

PB PD PA PS

4.3.2.1 

ASN Pemda pada unit 

kerja yang relevan, di 
Provinsi Aceh, terlatih 

mengalokasikan dana 
Otsus, menyusun 
dokumen perencanaan 
(termasuk RAP), 
pelaporan, penyiapan 
syarat salur melalui 
aplikasi SIKD-Otsus

4.3.4.2 

ASN Pemda pada unit 
kerja yang relevan, di 
Wilayah Papua, terlatih 
mengalokasikan dana 
Otsus, menyusun 
dokumen perencanaan 
(termasuk RAP), 
pelaporan, penyiapan 
syarat salur melalui 
aplikasi SIKD-Otsus

4.1.4.2 4.1.4.1, 

4.1.4.3 

ASN Pemda terlatih 
mengalokasikan 

Dana Otsus TA 2024 
sesuai kebijakan PMK 
18/PMK.07/2023

4.1.4.4

ASN Pemda terlatih 
dalam merencanakan 
dan mengelola dana 
otsus

4.1.4.5

ASN Pemda terlatih 
dalam  merencanakan 
dan mengelola TKD - 
Dana Otsus

4.3.4.3 

Input teknis peningkatan 

kapasitas DPRP dan 
MRP dalam menjalanklan 

fungsi penganggaran 
dan pengawasan 
pelaksanaan otonomi 
khusus

2025-2026 2024-2025 2023-2024

Pemerintah Pusat

Pemerintah Daerah

TAP 9 Perencanaan dan Pengalokasian 
Dana Otonomi Khusus


